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Abstrak

Gejala pemekaran daerah di Indonesia sejak tahun 1999 cendrung meningkat. Mulai Oktober

1999 sampai Januari 2008 telah terbentuk 164 daerah baru yang terdiri dari 7 Provinsi baru,

134 Kabupaten baru, dan 23 Kota baru. Gejolak pemekaran daerah di berbagai daerah di

Indonesia  hingga hari ini terus berkembang. Meskipun hasil evaluasi pemekaran daerah

menunjukkan prestasi yang tidak baik namun hingga kini masih banyak daerah di Indonesia

yang berniat membentuk daerah otonom baru. Seperti yang terjadi di Provinsi Kepuluan

Riau. Wacana tersebut diantaranya di Kabupaten Bintan, karimun dan kabupaten Lingga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pemekaran daerah

di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengalisa penyebab keinginan pemekaran daerah

di Kabupaten Bintan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka dan wawancara.

Kajian ini menyimpulkan adanya perubahan proses pemekaran di Kabupaten Bintan, dari

Kabupaten Bintan Timur sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Bintan Utara sebagai

kabupaten pemekaran, dalam perjalanannya berubah Kabupaten Bintan Utara menjadi

kabupaten induk dan Kabupaten Bintan Timur menjadi kabupaten pemekaran serta masih

ada  pro dan kontra dalam proses pemekaran ini, hal ini harus dikelola dengan baik untuk

menghindari perpecahan di masyarakat.

Kata Kunci : otonomi daerah dan pemekaran daerah

FENOMENA PEMEKARAN DAERAH  DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
(Studi Pemekaran Daerah di Kabupaten Bintan)

A. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.

25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pusat dan Daerah yang ditindak lanjuti dengan

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang

Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah

Otonomi, telah terjadi perubahan paradigma dan aturan

penyelengaraan peraturan daerah dari sentralisasi ke

desentralisasi, desakkan efisien, efektifitas dan

akuntabilitas pemerintah dalam memberi pelayanan

perlu penyesuaian dan disesuaikan dengan kebutuhan

daerah.

Kini kedua UU tersebut telah digantikan dengan UU

No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pusat dan Daerah, semangat dari otonomi dae-

rah tersebut masih terkandung didalam kedua UU ini.

Proses mewujudkan efisiensi, efektifitas dan

akuntabilitas pemerintah dalam memberi pelayanan

pada masyarakat, muncul desakkan dari beberapa

daerah untuk dimekarkan demi mempermudah

pemerintah dalam memberikan pelayanan pada

masyarakat.

Gejala pemekaran daerah di Indonesia sejak tahun

1999 cendrung meningkat. Mulai Oktober 1999 sampai

Januari 2008 telah terbentuk 164 daerah baru yang

terdiri dari 7 Provinsi baru, 134 Kabupaten baru, dan 23

Kota baru.

Gejolak pemekaran daerah di berbagai daerah di

Indonesia  hingga hari ini terus berkembang. Sampai

dengan bulan April 2011 Kementerian Dalam Negeri

telah menerima sedikitnya 181 usulan pembentukan

daerah otonomi baru, diluar dari jumlah usulan DOB

yang sudah dibahas di Komisi II DPR RI sebanyak 33.

Disisi lain hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh

Tim Teknis Nasional Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (EPPD) yang terdiri dari

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan

Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan,

Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara,

Bappenas, BPKP, BKN, BPS dan LAN. Menunjukan
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80% gagal. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah tahun 2010 pada 155 Daerah

Otonom Baru (DOB) yang telah berusia 3 hingga 10 tahun

berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Peme-rintahan

Daerah (LPPD) tahun 2008 yang dikeluarkan oleh

Meskipun hasil evauasi pemekaran daerah menun-

jukkan prestasi yang tidak baik namun hingga kini masih

banyak daerah di Indonesia yang berniat membentuk

daerah otonom baru. Seperti yang terjadi di Provinsi

Kepuluan Riauyang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Wacana Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: olahan 2011

 Maka dengan uraian di atas, maka dipandang perlu

dilakukan kajian tentang fenomena pemekaran daerah

di Indonesia (Studi Pemekaran Daerah di Kabupaten

Bintan). Kabupaten Bintan di jadikan lokasi peneltian

karena hingga saat ini Kabupaten Bintan sudah

dimekarkan sebanyak  4 kali mulai dari terbentuknya

Kabupaten Natuna, Karimun tahun 1999, dan Kabuten

Lingga.

B. Permasalahan Penelitian

Berangkat dari kondisi ini maka permasalah

penelitian ini adalah untuk menganalisa penyebab

banyaknya keinginan pemekaran daerah di Indonesia

(Studi Pemekaran Daerah di Kabupaten Bintan).

C. Konsep Pemekaran Daerah

Sebelum masuk pada defenisi pemekaran daerah

perlu ditetapkan terlebih dahulu tentang penggunaan

istilah pemekaran daerah dan pemekaran wilayah untuk

menjelaskan tentang terbentuknya daerah otonom baru

di Indonesia. Karena ada yang menyebut istilah

pemekaran wilayah dan disebagian referensi lainnya

menggunakan istilah pemekaran daerah. Dalam kajian

ini menggunakan istilah pemekaran daerah sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007

Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan

Penggabungan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut

pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau

kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Dalam

hal pemekaran ini dapat berupa pembentukan daerah

yaitu pemberian status pada wilayah tertentu sebagai

daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Penghapusan daerah yaitu pencabutan status sebagai

daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota dan

penggabungan daerah yang merupakan penyatuan

daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang

bersandingan.

Secara prinsip pemekaran daerah adalah

pemecahan satu daerah otonom ke dalam beberapa

daerah otonom. Sedangkan penggabungan daerah

otonom adalah dua atau lebih daerah otonom yang

menggabungkan diri ke dalam satu daerah otonom.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia khususnya pasca

reformasi penggabungan daerah belum ada terjadi,

tetapi yang selalu diperjuangkan oleh banyak daerah

adalah adalah pemekaran daerah otonom.

Menurut HR. Makagansa istilah pemekaran lebih

cocok untuk mengekspresikan proses terjadinya daerah-

daerah baru yang tidak lain adalah proses pemisahan

diri dari suatu bagian wilayah tertentu dari sebuah

daerah otonom yang sudah ada dengan niat hendak
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mewujudkan status administrasi baru daerah otonom.1

Pendapat lain dikemukan oleh Arif Roesman Effendy,

yang mengatakan pemekaran wilayah merupakan suatu

proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu

wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan

mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga

diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah2.

Kajian tentang pemaknaan pemekaran daerah

pernah dilakukan Syafarudin pada tahun 2009, dalam

kajian tersebut dikumpulkan berbagai makna politik

tentang pemekaran daerah yang dilakukan oleh

berbagai peneliti sebelumnya, makna politik dari

berbagai kajian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

ini3:

1 Makagansa , HR. 2008. Tantangan Pemekaran Daerah. Jogjakarta, Penerbit Fuspad
2 Arif Roesman Effendy, dalam Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota, USAID & DRSP
3 Lihat dalam Syafarudin,Pemetaan Makna Politik Pemekaran Daerah Di Indonesia Pasca Orde Baru, 2009

Tabel 2

Makna Politik Pemekaran Daerah
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Sumber : dalam Syafarudin, 2009

Berdasarkan tabel di atas, kajian makna politik

pemekaran daerah yang dilakukan oleh Syafarudin hasil

identifikasi, inventarisasi, pemetaan, dan penjelasannya,

maka makna politik yang dominan mengenai pemekaran

daerah adalah (a) politik percepatan pembangunan; (b)

politik identitas etnis/agama; dan (c) politik kontestasi

elite lokal. Sedangkan makna politik yang dorman

(minoritas) mengenai pemekaran adalah (a) politik

integrasi; (b) politik uang; dan (c) politik partai

memenangkan pemilu.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa secara politik

pemekaran daerah ada yang memaknai secara positif

tetapi ada juga yang memaknainya secara negatif. Tetapi

secara prinsip tujuan daerah dimekarkan itu adalah

untuk mempercepat proses pembangunan, memberikan

pelayanan terbaik kepada masyarakat, melakukan

pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Makna

politik pemekaran daerah cendrung negatif disebabkan
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oleh perilaku  sebagian elit daerah.

D. Metode Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini masuk

dalam kategori penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan

data yang digunakan adalah telaah pustaka dan

wawancara mendalamterhadap sejumlah responden

yang terdiri dari aparatur pemerintah, pelaku/elit

pemekaran, tokoh masyarakat akademisi dan aktivis

NGO.Teknik analisa data dalam penelitian ini meng-

gunakan analisa secara deskriptif kualitatif.

E. Hasil Yang Dicapai

E.1. Mekanisme Pemekaran Daerah di Indonesia

Sejarah era pemekaran daerah di Indonesia dapat

dibagi ke dalam empat fase yaitu era perjuangan

kemerdekaan (1945-1950), era demokrasi terpimpin dan

orde lama (1950-1966), era orde baru (1966-1998) dan

era reformasi (1999-sekarang)4.

E.1.1. Pemekaran Daerah Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun

2000

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pemben-

tukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan

Penggabungan Daerah, dinyatakan dalam Pasal 3

bahwa syarat-syarat pembentukan daerah adalah :

a. kemampuan daerah;

b. potensi daerah;

c. sosial budaya;

d. sosial politik;

e. jumlah penduduk;

f. luas daerah;

g. pertimbangan lain yang memungkinkan terse-

lenggaranya Otonomi Daerah.

Prosedur pembentukan, pemekaran, penghapusan,

dan penggabungan daerah dalam PP ini di atur dalam

Pasal 16, prosedur pembentukan daerah sebagai

berikut:

a. ada kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan

masyarakat yang bersangkutan;

b. pembentukan Daerah harus didukung oleh penelitian

awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

c. usul pembentukan Propinsi disampaikan kepada

Pemerintah c.q. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah dengan dilampirkan hasil penelitian Daerah

dan persetujuan DPRD Propinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Propinsi

dimaksud, yang dituangkan dalam Keputusan

DPRD;

d. usul pembentukan Kabupaten/Kota disampaikan

kepada Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri dan

Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan

dilampirkan hasil penelitian Daerah dan persetujuan

DPRD Kabupaten/Kota serta persetujuan DPRD

Propinsi, yang dituangkan dalam Keputusan DPRD;

e. dengan memperhatikan usulan Gubernur; Menteri

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memproses lebih

lanjut dan dapat menugaskan Tim untuk melakukan

observasi ke Daerah yang hasilnya menjadi bahan

rekomendasi kepada Dewan

f. Pertimbangan Otonomi Daerah;

g. berdasarkan rekomendasi pada huruf e, Ketua

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah meminta

tanggapan para anggota Dewan Pertimbangan

Otonomi Daerah dan dapat menugaskan Tim Teknis

Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

ke Daerah untuk melakukan penelitian lebih lanjut;

h. para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

memberikan saran dan pendapat secara tertulis

kepada Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi

Daerah;

i. berdasarkan saran dan pendapat Dewan Pertim-

bangan Otonomi Daerah, usul pembentukan suatu

daerah diputuskan dalam rapat anggota Dewan

Pertimbangan Otonomi Daerah;

j. apabila berdasarkan hasil keputusan rapat anggota

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui

usul pembentukan Daerah, Menteri Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah selaku Ketua Dewan

Pertimbangan Otonomi Daerah mengajukan usul

pembentukan Daerah tersebut beserta Rancangan

Undangundang Pembentukan Daerah kepada

Presiden;

k. apabila Presiden menyetujui usul dimaksud,

Rancangan Undang-undang pembentukan Daerah

disampaikan kepada DPR-RI untuk mendapat

persetujuan.

Secara teknis mekanisme penilaian pembentukan

dan pemekaran daerah ada dalam lampiran Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000

Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria

Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Persyaratan/kriteria, indikator, dan sub indikator adalah:

4 Said Saile ; 2009 ; Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia, 24-27.
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1. Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan

Penggabungan Daerah Otonom memerlukan

penilaian dengan menggunakan Indikator tersedia.

2. Indikator tersedia terdiri dari 7 kriteria/syarat dengan

19 indikator dan 43 sub indikator, sub indikator dan

indikator tersedia

3. Indikator tersedia dikumpulkan dari sumber data

Pemerintah Daerah dan instansi terkait dengan

menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan

indikator/sub indikator.

E.1.2. Pemekaran Daerah Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun

2007

Secara terperinci proses pemekaran daerah di

Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan

Daerah. Berkaitan dengan pemekaran kabupaten dalam

Pasal 4 ditegaskan bahwa pembentukan daerah

kabupaten/kota harus memenuhi syarat administratif,

teknis, dan fisik kewilayahan.

Adapun syarat administratif pembentukan daerah

kabupaten/kota yang harus dipenuhi meliputi:

a) Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang

persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;

b) Keputusan Bupati/Walikota induk tentang perse-

tujuan pembentukan calon kabupaten/kota;

c) Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan

pembentukan calon  kabupaten/kota;

d) Keputusan Gubernur tentang persetujuan pemben-

tukan calon kabupaten/kota; dan rekomendasi

Menteri.

e) Keputusan DPRD kabupaten/kota diproses ber-

dasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat

setempat.

Sedangkan persyaratan teknis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor kemampuan

ekonomi,potensi daerah, sosial budaya, sosial politik,

kependudukan, luas daerah, pertahanan,keamanan,

kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masya-

rakat, dan rentang kendalipenyelenggaraan peme-

rintahan daerah. Syarat fisik kewilayahan bagi calon

daerah pemekaran meliputi cakupan wilayah, lokasi

calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima)

kecamatan.

Adapun tahapan pembentukan daerah baru di

Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam

bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum

Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk

kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan

wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan

dimekarkan;

b) Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan

aspirasi sebagian besar masyarakat setempat;

c) Bupati/Walikota dapat memutuskan untuk menye-

tujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud

pada huruf a dalam bentuk keputusan Bupati/

Walikota berdasarkan hasil kajian daerah;

d) Keputusan masing-masing Bupati/Walikota sebagai-

mana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada

Gubernur dengan melampirkan:

1. Dokumen aspirasi masyarakat; dan

2. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan

Bupati/Walikota;

a) Dalam hal Gubernur menyetujui usulan

pembentukan provinsi sebagaimana yang

diusulkan oleh Bupati/Walikota dan

berdasarkan hasil kajian daerah, usulan

pembentukan provinsi tersebut selanjutnya

disampaikan kepada DPRD provinsi;

b) Setelah adanya keputusan persetujuan dari

DPRD provinsi, Gubernur menyampaikan

usulan pembentukan provinsi kepada Pre-

siden melalui Menteri dengan melampirkan:

1. Hasil kajian daerah;

2. Peta wilayah calon provinsi;

3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan

keputusan Bupati/Walikota;

4.  Keputusan DPRD provinsi.

Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 78

Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengha-

pusan dan Penggabungan Daerah. Berdasarkan

peraturan ini ada penilaian syarat teknis yang terdiri dari

11 faktor dan 35 indikator. Nilai indikator adalah hasil

perkalian skor dan bobot masing-masing indikator.

Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator

dengan kategori:
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Suatu calon daerah otonom direkomendasikan

menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah

otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran)

mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori

sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta

perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-

100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi

daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-

75).

Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak

apabila calon daerah otonom atau daerah induknya

(setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh

indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu

dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan

otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor

kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan

ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah

kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan

kurang dari 60.

E.2. Pemekaran Daerah di Kabupaten Bintan

E.2.1. Sejarah Pemekaran Daerah di Kabupaten

Bintan

Kabupaten Bintan yang dulunya adalah Kabupaten

Kepulauan Riau, kabupaten ini adalah kabupaten tertua

di Provinsi Kepulauan Riau . Kabupaten inilah yang

menjadi cikal bakal Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum

terbentuk Provinsi Kepulauan Riau tahun 20035,

kabupaten ini juga sudah dimekarkan tahun 1999

menjadi Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan

Kota Batam6.

Masih dalam saat bergabung dengan Provinsi Riau,

tepatnya pada tahun 2001, Kabupaten Kepulauan Riau

kembali dimekarkan dengan berubahnya status Kota

Administratif Tanjungpinang terbentuknya Kota

Tanjungpinang berdasarkan Undang-UndangNomor 5

Tahun 2001.

Kemudian pasca terbentuknya Provinsi Kepulauan

Riau, Kabupaten Bintan kembali dimekarkan, sehingga

terbentuk Kabupaten Lingga berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga.

E.2.2. Rencana Pemekaran Kabupaten Bintan

Seperti yang sudah di sampaikan di atas bahwa saat

ini sedang ada proses perjuangan pemekaran

Kabupaten Bintan menjadi Kabupaten Bintan Timur

(Bintim) dan Kabupaten Bintan Utara (Binut). Rencana

awalnya Kabupaten Bintan Utara akan dijadikan sebagai

kabupaten pemekaran, namun dalam perjalananya

scenario ini berubah, karena hasil kajian akademis

terlihat bahwa dari aspek PAD 70%  Kabupaten  Bintan

berasal dari daerah yang tergabung dalam  Kabupaten

Bintan Utara. Sehingga dalam perjalananya Kabupaten

Bintan Utara di jadikan Kabupaten induk dan Kabupaten

Tabel 3

Tabel Kelulusan Daerah Otonom Baru

Sumber:Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

5 Pembentukan provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002,

yang ditindak lanjuti Pemerintah Pusat dengan  dikeluarkannya Keputusan Pemerintah     (Kepres) tanggal 1 Juli 2004,

sebagai provinsi baru yang ke-32. Pada tanggal 1 Juli 2004 itu pula
6 Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kepuluan Riau tahun

1999, ketiga kabupaten/kota ini di bentuk berdasrakan Undang-undang  No 53 Tahun 1999
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Bintan timur sebagai kabupaten pemekaran.

Dalam rencana pemekaran  ini Kabupaten Bintan

Timur sebagai kabupaten baru rencananya akan terdiri

dari Kecamatan Tambelan, Kecamatan Bintan Pesisir,

Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Timur dan

Kecamatan Toapaya. Sedangkan Bintan Utara, terdiri

dari Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong,

Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Seri Koala

Lobam.

E.2.3. Pro Kontra Pemekaran di Kabupaten

Upaya pemekaran Kabupaten Bintan menjadi

Kabupaten Bintan Utara (Binut) dan Kabupaten Bintan

Timur (Bintim) sudah membuahkan hasil yang signifikan,

dimana DPRD Kabupaten Bintan sudah memberikan

rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Bintan untuk memekarkan Bintan Timur sebagai

Kabupaten baru, dan Bintan Utara sebagai Kabupaten

induk.

Proses pemekaran kabupaten Bintan ini mengalami

pro dan kontra. Dimana ada berbagai elemen masya-

rakat yang mendukung rencana pemekaran ini namun

ada juga yang mentang pemekaran ini.Berikut akan

ditampilkan informasi terkait pro dan kontra pemekaran

Kabupaten Bintan yang7. Dukungan untuk pemekaran

Bintan Utara ini datang Himpunan Keluarga Sulawesi

Tenggara (HKST) Bintan Utara. kemudian dari LKB

(Lembaga Kerabat Bentan). Ketua Lembaga Kerabat

Bentan, Muhammad Ali.  Dukungan berikutnya datang

dari Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Kota Baru,

Simpang Lagoi, Muhammad Ikhsan.  Dari kalangan

legislatif juga memberi dukungan  yaitu dari Ketua DPRD

Provinsi Kepulauan Riau, Nur Syafriadi dan Wakil Ketua

I DPRD Kepri Edi. Dari unsur eksekutif juga memberi

dukungan diantara Camat Bintan Utara Dahlia, Camat

Seri Kuala Lobam, Hendrio Karyadi dan Camat Teluk

Sebong Ramlah, S.Sos.Bupati Bintan Ansar Ahmad

menyambut baik rekomendasi kepada Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Bintan untuk memekarkan Bintan

Timur sebagai Kabupaten baru, dan Bintan Utara

sebagai Kabupaten induk8.

Namun, disisi lain meskinpun saat ini rekomendasi

pemekaran ini sudah diterbitkan oleh DPRD Kabupaten

Bintan. Diantaranya dari Sekretaris Himpunan Keluarga

Sumbagsel Bintan (HKSB), Gendy.Hal senada juga

disampaikan oleh Hoezrin Hood yang merupakan

Tokohsentral pejuang provinsi Kepri, BP2KR,  dimana

dia  meragukan adanya pemekaran kecamatan Bintan

Utara menjadi kabupaten yang terpisah dari Kabupaten

Bintan.Hoezrin mengemukakan hal itu dalam momen

seminar dan pertemuan akbar masyarakat Bintan terkait

dengan wacana pemekaran Bintan Utara menjadi

kabupaten9.

Dari uraian di atas tergambar bahwa ada tarik ulur

anatar berbagai pihak terkait dengan rencana peme-

karan Kabupaten Bintan menjadi Bintan Utara dan

Bintan Timur dan disinyalir gerakan pemekaran ini hanya

gerakan sekelompok elit saja. Pihak-pihak yang sepakat

dengan pemekaran ini inti menyatakan dengan

pemekaran akan memudahkan memberi pelayanan

karena rentang kendali yang dekat, pertumbuhan dearah

akan semakin cepat, calon daerah pemekaran yang

sudah memenuhi syarat, kemudian juga keinginan dari

masyarakat.

Sementara itu pihak yang kontra dengan pemekaran

ini dengan sejumlah alasan diantaranya waktu yang

belum tepat untuk proses pemekaran, ditenggarai hanya

kepentingan segelintir elit saja, ada kerugian rekayasa,

aka nada kabupaten yang akan mati pasca pemekaran

karena faktor ekonomi (PAD) yang rendah dan lain

sebagainya

E.2.4. Kelayakan Pembentukan Bintan Utara

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh PT. Sinergi

Visi Utama sebagai konsultan yang diguna untuk

melakukan kelayakan Kabupaten Bintan Utara

menyimpulkan dari hasil perhitungan menurut PP No.

78 Tahun 2007, skor total calon Kabupaten Bintan Utara

berdasarkan data yang diperoleh sebesar 461 (sangat

mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor

kependudukan sebesar 85, faktor ekonomi 75, faktor

potensi daerah 70 dan faktor kemampuan keuangan 75.

Sementara skor total Kabupaten Bintan Induk,

berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 441

(sangat mampu), dengan perolehan total nilai indikator

faktor kependudukan sebesar 85, faktor ekonomi 75,

faktor potensi daerah 65 dan faktor kemampuan

keuangan 7010.

Kabupaten Bintan (induk) maupun calon Kabupaten

Bintan Utara, secara total nilai keseluruhan faktor masuk

kategori sangat mampu untuk dijadikan daerah otonom.

Selanjutnya, secara normatif berdasarkan PP No. 78

7 Data ini bersumber dari Kajian Akademik Pemekaran Kabuapten Bintan
8 Rabu, 10 July 2013
9 Ibid
10 Op cit Kajian Pemekaran Kabupaten Bintan (Berdasarkan PP 78 tahun 2007)
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Tahun 2007, juga dinyatakan bahwa apabila ada salah

satu faktor dari empat faktor penentu pembentukan

daerah otonom baru (faktor kependudukan kurang dari

80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau

faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor

kemampuan keuangan kurang dari 60), baik untuk

daerah otonom induk dan/atau calon daerah otonom

baru, maka proses pembentukan daerah otonom baru

belum dapat dilanjutkan11.

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa seluruh

komponen penilaian baik untuk calon Kabupaten Bintan

Utara maupun Kabupaten Bintan Induk mencapai batas

minimal skor yang ditentukan.  Dengan demikian,

prosedur pembentukan daerah baru melalui kebijakan

pemekaran wilayah di Kabupaten Bintan ini dapat

dinyatakan layak dan dapat dilanjutkan.

Namun walaupun hasil kajian ini menyatakan bahwa

pemekaran Kabupaten Bintan ini dnyatakan layak.

Namun dari dalam rapat pansus terjadi perdebatan saol

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan Utara sebesar

77 persen dan Bintan Timur hanya 23 persen. Kemudian,

persoalan posisi ibu kota pemekaran, nama ibu kota

pemekaran dan batas wilayah.

Dari penjelasan di atas bahwa rencana awala

pemekaran Kabupaten Bintan Utara sebagai kabupaten

pemekaran di Kabupaten Bintan. Namun rencan itu

berubah karena oleh beberpa hal, diantara adanya

ketimpangan PAD antara Bintan Utara dan Bintan Timur,

serta fasilitas infrastruktur pemerintahan Bintan Utara

lebih baik dari pada Bintan Timur.

F. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini, pertama,adanya

perubahan proses pemekaran di Kabupaten Bintan, dari

Kabupaten Bintan Timur sebagai kabupaten induk dan

Kabupaten Bintan Utara sebagai kabupaten pemekaran,

dalam perjalanannya berubah Kabupaten Bintan Utara

menjadi kabupaten induk dan Kabupaten Bintan Timur

menjadi kabupaten pemekaran.Kedua,  masih

adanyapro dan kontra dalam proses pemekaran ini, hal

ini harus dikelola dengan baik untuk menghindari

perpecahan di masyarakat.

Berdasarkan temuan sementara maka dapat

disarankan, pertama, proses perjuangan pemekaran di

Kabupaten Bintan menjadi Kabupaten Bintan Utara

(Binut) dan Kabupaten Timur (Bintim) garus dilakukan

dalam senmangat untuk  mewujudkan pemerintahan

yang efektif dan efisien dalam melayani kepentingan

rakyat. Kedua, Proses pemekaran daerah harus

menghidari konflik konflik di masyarakat, pemekaran

harus dapat menjaga keutuhan dan solidaritas dalam

hidup bermasayarakat.

11 ibid
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